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Berdasarkan hasil pengamatan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat menunjukan bahwa kinerja pegawainya rendah, diduga disebabkan antara lain oleh koordinasi antara masing-masing unit kerja atau bagian yang belum berjalan secara efektif. 
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, sedangkan verifikatif pada dasarnya menguji suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui data lapangan. 
Hasil penelitian secara simultan koordinasi memberikan pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap kinerja Pegawai Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini mengandung makna bahwa koordinasi itu sangat penting dan menentukan terhadap peningkatan kinerja Pegawai pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menemukan juga bahwa peningkatan kinerja Pegawai Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh koordinasi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain yang dalam metode penelitian disebut sebagai epsilon (). Variabel lain tersebut antara lain pengendalian,perilaku birokrasi dan disiplin kerja.
Hasil penelitian secara parsial koordinasi melalui komponen hirarkhi manajerial, aturan dan prosedur kerja dan rencana dan penetapan tujuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Adapun dimensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai adalah komponen hirarkhi manajerial, sedangkan komponen yang paling kecil pengaruhnya terhadap kinerja pegawai adalah komponen aturan dan prosedur kerjat.   












Based on the observation in Department of Agriculture, Plantation, and Forestry, West Bandung Regency, the employee’s` performance is low. It is believed that the coordination between each unit or division has not been implemented effectively. 
The method used in this study is descriptive with quantitative approach. Descriptive study is aimed to make a description sitematically, factually and accurately about the facts and the relation between investigated phenomenon, meanwhile verification is aimed to test a hypothesis through the real data.
Simultaneously, the result shows that coordination gives huge and significant influence toward the employee’s performance. It means coordination is very important and it determines the employee’s performance. This study also shows that the employee’s performance is not only influenced by coordination but also influenced by other variables called epsilon (). The variables are control, bureaucracy behavior and work discipline.








































Hakikat lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pemberian otonomi kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan ini, di satu sisi mendorong suatu pertumbuhan dalam kehidupan masyarakat, di sisi lain perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan dapat berakibat semakin meningkatnya akan kebutuhan, dalam kuantitas dan mutu atau kualitas serta dalam bentuk jenis keperluan yang harus dipenuhi dan ditanggapi oleh pemerintah. 
Salah satu sasaran pembangunan adalah meningkatkan pelayanan umum yang makin adil dan merata, serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Warga masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan, dan pemerintah berfungsi mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat tersebut. Kegiatan warga masyarakat dan kegiatan pemerintah bersifat saling mengisi, saling menunjang dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat adalah instansi pemerintah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya penyelenggaran sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan, dengan berbagai permasalahan yaitu semakin tingginya alih fungsi lahan, Menurunnya kesuburan lahan pertanian,  Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi, Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut harus didukung oleh kehandalan atau potensi sumber daya manusia yang profesional. Hal ini sudah barang tentu mengandung suatu konsekuensi bahwa seluruh pegawai Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat harus memiliki kinerja yang maksimal untuk menunjang bagi pencapaian visi dan misi organisasi itu sendiri. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan. Tugas Pokok Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan. Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1.	Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
2.	Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
3.	Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan;.
4.	Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas; dan.
5.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Mengingat rincian tugas pokok dan fungsi berbada-beda, maka penting untuk mengetahui perilaku setiap individu pegawai dalam mempersepsi pelaksanaan tugas pekerjaannya. Bagaimana ketepatan mereka dalam pengambilan keputusan pribadi, dan sejauhmana upaya mereka melakukan pembelajaran untuk meningkatkan keberhasilan tugas-tugasnya, serta motivasi yang melandasinya. Setelah mengetahui perilaku individu maka perlu diketahui juga bagaimana individu-individu tersebut berada dalam kelompok berbeda dari perilaku mereka   bila   sendirian   yang  meliputi pola 
komunikasi, gaya kepemimpinan, kekuasaan dan politik, hubungan    antar  kelompok dan 
tingkat konflik yang mempengaruhi perilaku kelompok. Selain perilaku individu dan perilaku kelompok tingkat sistem organisasi juga dapat mencerminkan perilaku organisasi.
Sumber daya aparatur di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu sumber daya yang sangat menentukan bagi tercapai tidaknya tujuan organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat secara efektif dan efesien. Oleh sebab itu keberadaan para tenaga tersebut perlu terus diupayakan peningkatan kinerjanya agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari sebuah organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat dapat diwujudkan secara tepat dan proses pelayanan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan. 
Terkait dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan segala bidang senantiasa memerlukan keterpaduan dan singkronisasi antara proses kerja pemerintah dengan kepentingan publik sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terkonsentrasi pada upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan efektif, sehingga penting dilakukan berbagai upaya dan peningkatan kemampuan kerja pegawai pemerintah dalam rangka keberhasilan untuk mewujudkan suatu lembaga pemerintahan yang berwibawa, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme akan menjadi nyata dengan di dasarkan pada upaya mengefektifkan koordinasi. Peningkatkan kinerja pada umumnya perlu adanya target dan sasaran yang terarah dengan mengefektifkan koordinasi, sebab tanpa koordinasi dalam organisasi, maka proses kerja menemukan berbagai hambatan dan pegawai sulit untuk mewujudkan tujuan organisasi secara tepat sesuai rencana.
Koordinasi yang dimaksud menurut Sugandha (1991:25) adalah Suatu proses pemaduan     tujuan    dan    kegiatan    dalam 
organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien juga sebagi upaya dari pimpinan untuk menyamakan persepsi, visi dan misi organisasi dalam pencapaian keselarasan dari usaha individu dan kelompok ke arah pencapaian tujuan dalam organisasi secara tepat. Koordinasi merupakan hal yang penting dan mendasar dalam sebuah organisasi, karena disisi lain koordinasi memberikan kontribusi yang jelas dan terarah bagi pegawai dalam mengelola dan menjalankan proses kerja yang terarah dan jelas. 
Tataran proses kerja dalam organisasi, biasanya sangat membutuhkan upaya koordinasi, dimana proses kerja dan makanisme kerja yang dalam organisasi diselaraskan dengan sumber daya organisasi, bahkan diselaraskan dengan tugas pokok, fungsi pegawai. Dengan demikian, makanisme kerja yang berjalan semakin jelas, sehingga rencana organisasi, tujuan organisasi, sumber daya organisasi, struktur organisasi dapat terdefinisikan bahkan dapat diimplementasikan secara tepat dan hal itu akan dapat mendorong pada efektifnya pencapaian tujuan maupun hasil kerja yang sesuai dengan rencana, melalui upaya optimalisasi kinerja pegawai.
Peningkatan kinerja pegawai perlu diupayakan pendekatan yang mengarah pada sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas, agar tidak sekedar dikerjakan saja melainkan mempunyai nilai tambah dalam pengembangan diri pegawai, serta merupakan tuntutan hidup dan kehormatan pribadi. Kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang  pegawai yang diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2005:67) bahwa : “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya”. Demikian pula pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat, dipandang perlu untuk mengoptimalkan kinerjanya ke arah yang lebih berarti, karena selama ini pegawai pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat belum menunjukkan   kemajuan    dan   peningkatan 
kerja ke arah yang lebih meningkat. Jadi sangatlah wajar apabila dinyatakan bahwa kinerja pegawainya masih belum efektif. Rendahnya kinerja pegawai tersebut diduga disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan koordinasi dalam organisasi.
Kinerja pegawai di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat pada umumnya perlu adanya target dan sasaran yang terarah dengan mengefektifkan pengendalian di dalam organisasi, maka proses kerja menemukan berbagai hambatan dan pegawai sulit untuk mewujudkan tujuan organisasi secara tepat sesuai rencana. Oleh karena itu, peningkatan SDM di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat merupakan hal mendesak harus dilakukan, agar pelaksanaan pelayanan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan dapat berjalan sesuai diharapkan. Permasalahannnya adalah pada kenyataan banyak sekali pegawai memiliki kinerja yang sangat rendah. 
Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat dijadikan sebagai bahan penelitian didasarkan kepada beberapa pertimbangan diantaranya; karena adanya suatu permasalahan yang berkaitan dengan belum efektifnya kinerja pegawai dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat ini merupakan institusi publik yang sangat berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan pertanian, perkebunan dan kehutanan, sehingga baik dalam konteks fokus dan lokusnya sesuai dengan disiplin ilmu admiistrasi publik.
Berdasarkan hasil penjajagan awal di atas ditemukan kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat belum berjalan secara efektif dengan indikator sebagai berikut :
1.	Kualitas kinerja pegawai rendah, misalnya dalam penyusunan anggaran di masing-masing bidang masih belum optimal, sehingga masih banyak perbaikan, dan harus bulak balik sampai 5 kali perbaikan dan hal ini akan sangat mengganggu terhadap pelaksanaan     program     kerja  untuk masing-masing bidang. Permasalahan ini akibat kurangnya koordinasi terutama berkaitan dengan pelaksanaan kerja yang tidak memperhatikan pedoman kerja.
2.	Keandalan pegawai rendah, misalnya pada Bidang Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan, dalam jadwal pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan rencana kas dimana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal perencanaan, salah satu contoh pengadaan sarana produksi pertanian seperti benih dan pupuk, yang seharusnya kegiatan itu dilaksanakan sebelum jadwal tanam, namun realisasi kegiatan tidak sesuai dengan jadwal, sehingga target  tahunan belum tercapai, masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan, seharusnya kegiatan dilaksanakan 3 kali dalam setahun baru dilaksanakan 2 kali kegiatan dalam setahun. Permasalahan ini tentunya berkaitan dengan kurang andalnya pegawai dalam menjalankan intruksi kepala bidang dan rendahnya kemampuan serta inisiatif dalam bekerja.




Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi pernyataan masalahnya  (problem statement) adalah kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat masih belum efektif diduga disebabkan oleh koordinasi yang belum dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya, problem statement tersebut diidentifikasikan sebagai berikut :
1.	Seberapa besar pengaruh simultan koordinasi terhadap Kinerja pegawai di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat?










Organisasi adalah sebuah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan batas yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja secara terus menerus untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan bersama. Dari pengertian ini, bahwa dalam organisasi ada fungsi manajemen diantaranya koordinasi, sebagaimana yang dikemukakan The Liang Gie (1989:13), bahwa” koordinasi (coordination), merupakan salah satu dari fungsi manajemen”. Mencapai tujuan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, seringkali dibagi menjadi unit-unit yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga perbedaan tersebut menimbulkan spesialisasi dalam pekerjaan. Namun agar tujuan utama dari organisasi tetap dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka diperlukan koordinasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugandha (1996:12-13) yang menyatakan bahwa :
Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapainnya dengan efisien.
Pendapat tersebut di atas bahwa koordinasi merupakan kesatupaduan gerak pada unit-unit yang berbeda dalam suatu organisasi agar pekerjaan mengarah kepada sasaran  pencapaian tujuan.Pelaksanaan 


koordinasi yang efektif adalah suatu koordinasi dengan memiliki kriteria tertentu atau memiliki parameter tertentu. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mengetahui parameter koordinasi yang efektif tersebut, yaitu melalui mekanisme-mekanisme dasar untuk mancapai koordinasi yang efektif yang sekaligus sebagai parameter koordinasi. Mengenai parameter atau alat ukur yang efektif mengenai pelaksanaan koordinasi internal tersebut dinyatakan oleh Handoko (2003:199-200), yaitu bahwa ada 3 (tiga) komponen yang vital (mendasar) untuk koordinasi yang efektif, yaitu sebagai berikut :
1.	Hirarki manajerial, yaitu : Rantai aliran informasi dan kerja wewenang, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.
2.	Aturan dan prosedur, yaitu : Aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin.
3.	Rencana dan penetapan tujuan, yaitu : Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk mengkoordinasikan melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan, satuan-satuan organisasi.
Tiga komponen yang digunakan Handoko tersebut di atas selanjutnya oleh peneliti dijadikan alat ukur untuk koordinasi di organisasi dalam mendorong meningkatnya kinerja pegawai sehingga dapat dipastikan meningkat hasil kerja pegawai tergantung dari efektif tidaknya pelaksanaan koordinasi dalam organisasi.
Kinerja merupakan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas kerjanya di dalam organisasi/instansi secara optimal. Kinerja pegawai merupakan kemampuan 


dimana individu-individu atau kelompok/pegawai di dalam organisasi dapat melaksanakan kerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan atau direncanakan sebelumnya. Sedarmayanti (1999:52) menyatakan mengenai kinerja pegawai sebagai berikut :
Performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja untuk kerja/tampilan kerja. Dengan demikian kinerja meliputi prestasi apa yang diperoleh pegawai, bagaimana pegawai melaksanakan pekerjaannya, apa yang telah dicapai oleh pegawai dan apa yang telah dihasilkan oleh pegawai.
Pendapat di atas tersebut dapat diasumsikan bahwa kinerja pegawai atau yang sering kita sebut sebagai unjuk kerja adalah merupakan pewujudan atas hasil yang direncanakan. Dengan demikian, kinerja secara ideal terwujud ketika rencana atau perencanaan yang ditentukan sebelumnya dapat berjalan secara efektif dan efisien dan mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya Sedarmayanti (1999:55) mengungkapkan bahwa :
Kinerja pegawai dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh seseorang pegawai dalam kerjanya. Dengan kata lain, kinerja individu adalah bagaimana seorang pegawai melaksanakan pekerjaannya atau unjuk kerjanya. Kinerja pegawai yang meningkat akan turut mempengaruhi/ meningkatkan prestasi organisasi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja, sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat tercapai.
Pendapat tersebut di atas menurut peneliti bahwa kinerja pegawai secara ideal terwujud ketika rencana atau perencanaan yang ditentukan sebelumnya dapat berjalan secara efektif dan efisien dan mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Mangkunegara (2003:67) mengemukakan bahwa : Yang disebut kinerja (prestasi kerja) adalah “Hasil kerjanya secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 


sesuai dengan tanggung jawab Yang diberikan kepadanya”. Mengukur kinerja pegawai dalam kaitan penelitian ini, yaitu mengukur faktor-faktor kinerja pegawai sebagai variabel dependent atau terikat yang dipengaruhi oleh variabel independent atau bebas, yaitu koordinasi internal. Penelitian yang dilakukan menggunakan alat ukur kinerja pegawai dari pendapat Mangkunegara (2003:73), yaitu yang meliputi 4 (empat) faktor kinerja pegawai, yaitu sebagai berikut :
1.	Kualitas kerja yang meliputi ketepatan, ketelitian, keterampilan dan kebersihan;
2.	Kuantitas kerja meliputi output rutin dan non rutin atau ekstra;
3.	Keandalan atau dapat tidaknya diandalkan, yakni dapat tidaknya mengikuti instruksi, kemampuan, inisiatif; kehati-hatian serta kerajinan;
4.	Sikap yang meliputi sikap pegawai lain, pekerjaan serta kerjasama terhadap perusahaan
Keterkaitan antara koordinasi dengan kinerja pegawai sebagaimana disimpulkan oleh Handoko (2003:201-203) bahwa :
Koordinasi dalam organisasi dapat mendorong meningkatnya kinerja pegawai sehingga dapat dipastikan hasil kerja pegawai akan tercapai sesuai dengan tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya.














Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis penelitiannya sebagai berikut :
1.	Koordinasi besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.





Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarafenomena yang diselidiki, sedangkan verifikatif pada dasarnya menguji suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui data lapangan. Menurut Surachmad (2008 : 131) bahwa : 
Metode deskriptif merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. Diantaranya ialah  penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi ; penyelidikan dengan teknik survey, dengan teknik interviu, angket, observasi, atau dengan teknik test, studi kasus, studi koperatif, studi waktu dan gerak, analisa kuantitatif, studi kooperatif atau operasional.




terhadap variabel lainnya, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitian, pemilihan teori, rumusan hipotesis, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis dan kesimpulan yang diharapkan.

5.1 Operasional Variabel Penelitian.

Variabel penelitiannya adalah koordinasi sebagai variabel bebas dan kinerja pegawai sebagai variabel terikat. Operasional Variabel Koordinasi yang terdiri dari 3 komponen yaitu Hirarki Manajerial, Aturan dan Prosedur Kerja, Rencana dan Penetapan Tujuan. Sedangkan  Operasional Variabel Kinerja Pegawai yaitu Kualitas Kerja, Kuantitas Kerja, Kehandalan dan Sikap, dengan indikator yang tertera di atas sesuai dengan teori dari Mangkunegara (2003).

5.2	Populasi Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Adapun anggota populasi yang dijadikan responden dengan menggunakan teknik sensus yaitu seluruh pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat  sebanyak 83 orang.

5.3	Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :
a.	Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku atau bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 
b.	Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data dengan cara terjun ke lapangan dari obyek penelitian, melalui cara :
1)	Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan lapangan terhadap obyek penelitian. Kegiatan observasi ini antara lain dengan mencermati berbagai kegiatan yang 
dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakantugas/pekerjaannya, maupun mengaitkan berbagai data yang diperoleh dari wawancara dengan informan.
2)	Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab, wawancara ini dilakukan dengan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.
3)	Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mengumpulkan data primer guna menguji hipotesis yang dilakukan. Melalui teknik ini dapat diketahui tanggapan, opini, dan sikap responden tentang koordinasi  terhadap kinerja pegawai.

5.4	Uji Validitas dan Reliabilitas
a.	Uji Validitas
Suatu alat ukur yang tinggi validitasnya akan memiliki erorr pengukuran yang kecil, artinya skor setiap subyek yang diperoleh oleh alat ukur tersebut tidak jauh berbeda dari skor yang sesungguhnya. Dengan demikian secara keseluruhan alat tes yang bersangkutan akan menghasilkan varians error yang kecil pula. Ukuran dari validitas ditentukan oleh tingkat hubungan atau tingkat keeratan (korelasi) antara item-item yang ada dengan jumlah skornya dengan menggunakan rumus Product Moment, (Arikunto, 1996:19) sebagai berikut :

Keterangan :
r	=  Koefisien korelasi Pearson antara item dengan variabel     
	  yang bersangkutan.
X	=  Skor item dalam variabel 
Y	=  Skor semua item dalam variabel tersebut










rb	=  Korelasi antara belahan ganjil dan belahan genap.
Data dari kedua variabel yang diukur menggunakan instrumen pengukuran dengan skala Likert’s yang menghasilkan skala pengukuran ordinal, dirubah terlebih dahulu dengan menggunakan Metode Succesive Interval sehingga diperoleh data dengan skala pengukuran interval.

5.5	Teknik Analisis Data
Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian berbentuk angket, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Likert dalam Sugiyono (2001:169), yaitu masing-masing jawaban dari responden diberikan nilai atau skor sebagai berikut :
1.	Apabila jawaban a yang dipilih maka diberi skor 5
2.	Apabila jawaban b yang dipilih maka diberi skor 4
3.	Apabila jawaban c yang dipilih maka diberi skor 3
4.	Apabila jawaban d yang dipilih maka diberi skor 2
5.	Apabila jawaban e yang dipilih maka diberi skor 1
Selanjutnya untuk menganalisis data dari responden yang diperoleh melalui kuesioner, digunakan analisis statistik. Analisis statistik menurut pendapat Danim (1997:27) “adalah     yang   digunakan dalam 
melaksanakan seluruh rangkaian kerja suatu penelitian ini, diantaranya merumuskan hipotesis, menyusun instrumen penelitian, menentukan sampel, analisis data dan terakhir suatu kesimpulan dari hasil penelitian”. Analisis dalam pengolahan data melalui Analisis Jalur (Path Analysis) yaitu melihat besarnya pengaruh dari variabel koordinasi terhadap variabel kinerja pegawai .
Analisis jalur dalam penelitian ini digambarkan pada diagram penelitian di bawah ini :

Gambar 3.1
Struktur Utama Pengaruh X terhadap Y 
Keterangan :
X 	= Koordinasi Internal
Y 	= Kinerja Pegawai




Berdasarkan hasil analisis statistik sebagaimana di jelaskan sebelumnya, maka peneliti selanjutnya membuat secara rinci pembahasan hasil penelitian baik secara simultan maupun secara parsial sebagai berikut :

6.1	 Pembahasan Secara Simultan Pengaruh Koordinasi Terhadap Kinerja Pegawai
Hasil analisis secara simultan bahwa variabel koordinasi secara empirik telah memberikan pengaruh sangat besar dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa hipotesis penelitian yang berbunyi “Koordinasi besar pengaruhnya terhadap  Kinerja Pegawai di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat dapat diterima secara empirik”. Hasil perhitungan statistik yang menunjukan bahwa besarnya pengaruh koordinasi terhadap Kinerja Pegawai di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat secara bersama-sama (simultan) sebesar 80,8% dan selebihnya, yakni 19,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil hitung tersebut mengandung makna bahwa kooordinasi sangat menentukan dan memberikan kontribusi sangat besar terhadap peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi peneliti di lapangan bahwa koordinasi  di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat belum menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dalam peningkatan terhadap kinerja pegawainnya. Hal ini begitu nampak dalam menyelesaikan pekerjaan untuk masing-masing unit kerja, dimana beberapa pegawai kelihatannya kurang terpadu sehingga pekerjaan yang dilakukan selalu tidak singkron dan pada akhirnya mengganggu terhadap penyelesaian pekerjaan.
Hasil penelitian menemukan bahwa koordinasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat secara formal belum berjalan dengan efektif pada unit kerja yang ada. Fakta empiris ini semakin memperkuat argumentasi bahwa dalam melaksanakan program kerja untuk masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat tidak bisa berjalan sendiri. Banyak kasus yang menunjukan bahwa kegagalan pelaksanaan program kegiatan justru disebabkan oleh koordinasi yang ada di dalam tidak berjalan dengan efektif. Dengan demikian, faktor koordinasi dibangun secara sinergis agar semua pihak yang ada di masing-masing unit kerja dan terlibat dalam program kerja di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan 
Kehutanan Kabupaten Bandung Barat dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efesien untuk menuju kepada pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.
Kemampuan pimpinan di dalam organaisasi sangat dibutuhkan untuk menyatupadukan aktivitas setiap unit kerja sehingga dapat memberikan  mempengaruh dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang ada. Untuk itu, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat sebagai koordinator dalam pelaksanaan program kerja, sesungguhnya memiliki posisi yang sangat strategis untuk mengkoordinasikan berbagai program kegiatan yang telah dicanangkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Namun demikian, bahwa strategisnya posisi Kepala Dinas tersebut sekaligus menuntut kapabilitas, kapasitas dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan koordinasi dengan berbagai unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat, sehingga dapat mengarahkan semua kegiatan secara profesional dan penuh tanggungjawab.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat, koordinasi yang dilakukan selama ini secara organisatoris cukup berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun secara menyeluruh belum koordinasi yang ada pada setiap unit kerja masih diperlukan peningkatan. Pada posisi ini, masing-masing unit kerja sesungguhnya cukup mengetahui dengan siapa mereka harus melakukan koordinasi, kemudian apa yang harus dikoordinasikan, melalui apa koordinasi itu dilakukan dan dengan cara apa koordinasi itu akan dilakukan. Para pegawai di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat cukup dapat mengetahui dengan siapa mereka harus melakukan koordinasi, kepada siapa mereka harus memberilan laporan dan kepada siapa mereka harus memberikan perintah. Namun demikian peneliti dapat memberikan gambaran mengenai sosialisasi pada tataran substansi mengenai ketentuan tersebut, yaitu melalui dua cara, yakni pertama, melalui rapat khusus yang membahas masalah koordinasi yang harus dilakukan di dalam lingkungan kerja dan kedua melalui buku panduan teknis sebagai petunjuk dalam melaksanakan koordinasi di dalam organisasi, sehingga ke dua hal ini akan mampu menjawab kelemahan berkoordinasi untuk masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.
Hasil penelitian, menemukan adanya beberapa kendala yang cukup mengganggu terhadap pelaksanaan koordinasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Kendala ini meliputi adanya persamaan persepsi diantara unit kerja yang ada di dalam organisasi dalam menterjemahkan program yang telah ditetapkan oleh Dinas. Disamping itu pula masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam memahami program kerja yang telah ditetapkan oleh institusi sehingga para pegawai yang ada belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Menggerakkan organisasi melalui koordinasi dan upaya perubahan organisasi yang dilakukan berguna untuk meminimalisir hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Koordinasi yang efektif tentu saja memerlukan kriteria yang jelas atau memiliki ciri ciri yang nyata sebagai perwujudan dari tindakan serta upaya yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengelola organisasi mulai dari perencanaan, proses komunikasi, pengaturan kelompok maupun individu pengaturan seluruh sumber daya organisasi berikut membangkitkan kesadaran bawahan atau pegawai untuk tetap konsisiten dan loyal serta bertanggungjawab atas apa yang dilakukan serta memiliki sasaran untuk mewujudkannya.
Sebetulnya secara kelembagaan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat dibedakan menjadi dua jenis koordinasi, yaitu koordinasi secara internal dan koordinasi ekstarnal. Secara internal koordinasi tersebut dilakukan, diantara unit atau bidang yang berada di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian, secara eksternal koordinasi di bangun dan dilakukan antara Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat dengan instansi atau instistusi lain, hal ini tidak lain bahwa menyakini betul bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat memerlukan kerja sama dengan pihak lain dalam mencapai tujuannya.


6.2	Pengaruh Variabel Lain Yang Tidak Diteliti
           Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendeteksi adanya variabel lain yang ikut mempengaruhi terhadap kinerja pegawai di luar variabel koordinasi sebesar 19,2%. Artinya adanya variabel lain tersebut juga ikut memberikan andil dalam mempengaruhi kinerja di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat, sehingga secara empirik dapat diakui keberadaannya. Adapun variabel lain tersebut antara lain perilaku birokrasi,disiplin kerja dan pengawasan. 

6.3	Pembahasan Secara Parsial Pengarah Koordinasi Terhadap Kinerja Pegawai
Pembahasan secara pasial ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing komponen dari variabel koordinasi terhadap Kinerja Pegawai di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Secara substantif, pembahasan ini dilakukan berdasarkan hasil uji statistik serta dilengkapi dengan hasil pengamatan dan wawancara. Adapun pembahasan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.	Komponen Hirarki Manajerial
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa komponen hirarki manajerial berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 0.353 atau 35.3%. Komponen hirarki manajerial yang terdiri dari indikator rantai komando, mekanisme dalam infromasi dan hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas pengarahan sedangkan kinerja pegawai diwakili oleh kualitas kerja, kuantitas kerja, kehandalan serta sikap. Hasil uji statistik tersebut juga mengandung makna bahwa secara kuantitatif bentuk pengaruh antar variabel telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis penelitian yang berbunyi "Koordinasi diukur melalui komponen hirarki manajerial, besar pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat." dapat diterima. 
Hasil pengamatan atau observasi di lapangan menemukan bahwa unsur perintah dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat secara institusional dilakukan berdasarkan jenjang hirarki sesuai dengan struktur organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian, perintah yang diberikan kepala dinas kepada para pegawai dilakukan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja yang ada. Secara operasional, mekanisme perintah yang berlangsung di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat tersebut dilanjutkan kepada para pegawai yang ada di bawahnya, sehingga tidak menyulitkan para pegawai untuk selalu melakukan berkordinasi diantara masing-masing unit kerja.
Disamping itu pula berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas diperoleh keterangan bahwa unsur perintah atau komando di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari tugas, wewenang dan fungsi organisasi secara kelembagaan. Hal ini juga merupakan konsekuensi logis dari sebuah organisasi yang di dalamnya terkait dengan struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, adanya unsur perintah ini tidaklah dianggap hal yang baru tetapi sudah inheren (melekat) dalam di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Secara operasional, unsur perintah ini, dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, dalam. arti bahwa unsur perintah ini dilakukan langsung oleh atasan kepada bawahan. Sedangkan, perintah tidak langsung dilakukan melalui surat atau keterangan lainnya yang sejenis sebagai salah satu penyedia informasi. Oleh karena itu, penyediaan kebutuhan arus informasi ini secara operasional dapat mendukung terhadap peningkatan Kinerja Pegawai, karena secara substantif informasi yang diterima oleh para pegawai di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh orgnaisasi. 
Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti memperoleh gambaran bahwa secara operasional tingkat pemahaman para pegawai  terhadap program kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat pada umumnya relatif cukup baik, sehingga  dapat memberikan kepastian dan kejelasan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa tingkat pemahaman para pegawai terhadap program kerja tersebut cukup bervariatif  dan sangat tergantung pada kecerdasan dan kemampuan pegawai dalam menterjemahkannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam pelaksanaannya kadang-kadang menimbulkan mis-interpretasi yang berbeda dari sebagian kecil pegawai. 
Hasil penelitian terungkap juga bahwa aspek tanggung jawab di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat secara umum telah menyesuaikan diri dengan arahan pimpinan dalam hal ini kepala dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil temuan ini, semakin menguatkan argumentasi bahwa aspek tanggung jawab dipandang sebagai bagian organisasi yang harus dilakukan dan ditaati oleh semua komponen organisasi. Secara operasional, tanggung jawab ini dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu aspek tanggung jawab ini memiliki kejelasan untuk dijadikan sebagai pedoman untuk masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.
2.	Komponen Aturan dan Prosedur
            Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa komponen aturan dan prosedur kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 0.217 atau 21.7%. Komponen aturan dan prosedur kerja terdiri dari indikator keputusan organisasi, pedoman dalam bekerja dan juklak dan juknis pekerjaan sedangkan kinerja pegawai diwakili oleh kualitas kerja, kuantitas kerja, kehandalan serta sikap. Hasil uji ini mengandung makna bahwa hipotesis penelitian yang berbunyi "Koordinasi diukur melalui komponen aturan dan prosedur, besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat " dapat diterima hal ini mencerminkan pula bahwa komponen aturan dan prosedur dalam konteks koordinasi secara empirik telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa semua aturan yang terkait dengan proses kerja di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat secara institusional telah diatur melalui ketentuan yang berlaku tentang rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi. Hasil penelitian juga mengungkap bahwa kejelasan mengenai aturan tentang proses kerja yang dilakukan oleh para pegawai di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat secara umum dapat dipahami oleh para pegawai. Penguatan atas temuan di atas dapat dicermati dari hasil tanggapan responden yang pada umumnya menyetujui terhadap pernyataan positif yang diajukan peneliti. Namun demikian, secara empirik masih ditemukan pula adanya berbagai kendala dimana sebagian pegawai yang belum sepenuhnya memahami secara keseluruhan tentang ketentuan yang terkait dengan proses kerja, yang diperkuat dari adanya tanggapan responden yang cenderung menyetujui terhadap pernyataan negatif yang diajukan peneliti.
Hasil wawancara peneliti dengan dengan Kepala Dinas diperoleh keterangan bahwa proses kerja pada masing masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian masing-masing pegawai akan memiliki pedoman untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Namun demikian, secara operasional tidak dipungkiri adanya sebagain kecil pegawai yang belum sepenuhnya memahami berbagai ketentuan menyangkut proses kerja yang ada pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini sebenarnya dapat dipahami, karena setiap pegawai memiliki kecerdasan dan kemampuan yang berbeda beda dalam mencerna dan memahami suatu ketentuan. 
Hasil penelitian juga menemukan bahwa prosedur kerja yang ada pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang, secara operasional telah mendukung terhadap kelancaran kerja yang dilakukan para pegawai. Kondisi faktual ini dapat dimengerti, karena prosedur kerja merupakan langkah kerja yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau arah bagi para pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Namun demikian, peneliti juga mendeteksi adanya sebagian kecil prosedur kerja yang secara fungsional justru ikut menghambat kelancaran suatu pekerjaan. Kecenderungan seperti ini, biasanya muncul karena prosedur kerja senantiasa mengacu pada prinsip legalitas formal yang kemudian melahirkan kegiatan yang sifatnya "kaku". Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila ada salah satu variabel atau komponen dalam proses kerja tersebut belum terpenuhi, maka proses kerja tersebut sulit untuk dilanjutkan.
Hasil penelitian juga menemukan bahwa, keputusan yang diambil oleh kepala dinas di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat secara umum dipandang cukup mendukung terhadap peningkatan kinerja pegawai. Penguatan atas hasil temuan ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden terhadap pernyataan positif, dimana hasilnya kecenderungan menyetujui terhadap pernyataan bersebut Namun demikian, peneliti juga mencermati adanya sebagian kecil keputusan pimpinan yang dipandang kurang mendukung terhadap peningkatan kinerja pegawai.
Berbagai keputusan yang diambil Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat senantiasa mengacu pada ketentuan yang berlaku serta berlandaskan pada visi, misi dan program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, setiap keputusan yang akan diambil kepala dinas jelas harus memperhitungkan segala dampak yang terjadi, agar kerugian yang mungkin terjadi dapat diantisipasi. Namum demikian, harus dipahami bahwa setiap keputusan yang akan diabil pasti tidak akan memuaskan semua pihak.    
Menggerakkan organisasi melalui koordinasi dan upaya perubahan organisasi yang dilakukan berguna untuk meminimalisiratau diantisipasi hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Koordinasi yang efektif tentu saja memerlukan kriteria yang jelas atau memiliki ciri ciri yang nyata sebagai perwujudan dari tindakan serta upaya yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengelola organisasi mulai dari perencanaan, proses komunikasi, pengaturan kelompok maupun individu pengaturan seluruh sumber daya organisasi berikut membangkitkan kesadaran bawahan atau pegawai untuk tetap konsisiten dan loyal serta bertanggungjawab atas apa yang dilakukan serta memiliki sasaran untuk mewujudkannya.


3.	Komponen Rencana dan Penetapan Tujuan
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa komponen rencana dan penetapan tujuan berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 0.238 atau 23.8%. Komponen rencana dan penetapan tujuan ini terdiri dari indikator pengembangan rencana dan tujuan, pengarahan dalam bekerja dan kegiatan dalam organisasi sedangkan kinerja pegawai diwakili oleh kualitas kerja, kuantitas kerja, kehandalan serta sikap. Hal tersebut mengandung makna bahwa secara kuantitif bentuk pengaruh antar variabel telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis penelitian yang berbunyi bahwa “Koordinasi diukur melalui komponen rencana dan penetapan tujuan, besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat” dapat diterima.
Hasil observasi yang dilakukan peneliti memperlihatkan bahwa pengembangan tujuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat, secara umum telah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Secara kelembagaan, pengembangan tujuan organisasi ini didasarkan pada visi dan misi organisasi serta renstra (rencana strategis) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kemudian secara substantif, pengembangan tujuan ini dilandasi oleh kebutuhan dan tuntutan organisasi. Artinya bahwa pengembangan tujuan organisasi yang dilakukan tidak bisa dilaksanakan sembarangan, tetapi harus dilakukan berdasarkan kajian yang sistematis dan komprehensif, sehingga arah pengembangan yang akan dilakukan benar-benar rasional dan obyektif. Dengan demikian pengembangan tujuan organisasi tersebut dapat menyentuh kepentingan organisasi kelembagaan secara menyeluruh khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat, diperoleh gambaran bahwa pengembangan tujuan organisasi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat sesungguhnya tidak terlepas dari pengembangan tujuan organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Secara operasional, pengembangan tujuan organisasi ini dilakukan setelah dilaksanakannya evaluasi organisasi yang bersifat menyeluruh dan komprehensif. Hasil evaluasi tersebut akan tercermin, apakah tujuan organisasi yang ada saat ini perlu dikembangkan atau tidak, dan ini sangat membantu bagi pengembangan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.
Hasil penelitian juga mengungkap bahwa, dalam konteks penetapan rencana kerja di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat secara kelembagaan telah mengupayakan adanya partisipasi dari semua komponen organisasi. Hasil temuan ini diperkuat oleh hasil tanggapan responden, dimana hasilnya cenderung menyetujui terhadap pernyataan positif yang diajukan peneliti. Hasil penelitian ini juga mencerminkan bahwa para pegawai pada umumnya telah mendapatkan kesempatan yang sama dalam menetapkan rencana kerja di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Aspek kerjasama dan antar pegawai serta proses kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat secara umum telah berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung terhadap pencapaian tujuan organisasi. 
Secara formal konsep kerjasama ini sesungguhnya terkait erat dengan pola hubungan kerja sesuai aturan yang sesuai dengan struktur organisasi yang ada, dimana di dalamnya menyangkut koordinasi, pelimpahan kewenangan, perintah, dan prosedur kerja. Namun demikian, secara operasional konsep kerjasama ini tidak hanya dibangun secara formal, tetapi juga dilakukan secara informal. Hanya prinsip dasar yang terus dikembangkan dan dibangun oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat adalah bahwa kerjasama yang dimaksud diorientasikan pada kepentingan organisasi untuk mencapai tujuan secara menyeluruh. 






Berdasarkan hasil analisis penelitian sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka secara komprehensip peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :
1.	Secara simultan koordinasi memberikan pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap kinerja Pegawai Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini mengandung makna bahwa koordinasi itu sangat penting dan menentukan terhadap peningkatan kinerja Pegawai pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menemukan juga bahwa peningkatan kinerja Pegawai Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh koordinasi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain yang dalam metode penelitian disebut sebagai epsilon (). Variabel lain tersebut antara lain pengendalian,perilaku birokrasi dan disiplin kerja.




Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran-saran penelitian yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi, baik dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan maupun kontribusi bagi perbaikan bagi institusi yang di teliti. Adapun saran yang dimaksud antara lain : 

7.2.1	Saran Akademik




1)	Agar koordinasi ini lebih diprioritaskan pelaksanaannya sehingga semua komponen yang ada dalam kordinasi dapat berjalan dengan efektif, tidak akan terjadi tumpang tindih dan adanya kesatupaduan dalam melaksanakan pekerjaan, yang pada akhirnya kinerja pegawai yang dilihat dari segi kualitas,kuantitas,keandalan dan sikap dalam bekerja pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.




Untuk mengefektifkan koordinasi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat, maka disarankan untuk  membuat serangkaian kebijakan yang lebih bersifat teknis dan mengikat misalnya dibuat Standar Opreasional
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2.	Aturan dan prosedur 
3.	Rencana dan penetapan tujuan 

1.	Kualitas Kerja 
2. 	Kuantitas Kerja 
3.	Keandalan
4.   Sikap 
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